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PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAB KESEHATAN
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HKABUPATEN MUARA ENIM
BUPATI MUARA ENIM

bahwa dengan lelah ditetapkannva Peraturan  Dacrah
Kabupaten Muara Enim Neomor 19 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas  Dacrah
Kabupaten Muara Enim, maka dalain rangka kelancaran
pelaksanasan  tgas Dinas  Kesehatan  perin dilakukan
Penjebaran Tugas Pokek dan Fungsi Dinas  Keschatan
Kabupaten Muars Enim |

hahwa berdasarkan pertimbangan schagaimana di maksud
huruif a perlu menetapkan Keputusan Bupati Muara Enim
tentang  Penjabaran  Tugas Pokok dan  Fungsi Dinas
Kesehatan Kabupaten Muara Enam.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 18589
tentang Pembentukan Dacrab Tingkat 1l dan Kotapraja di
Sumatera Sclalan  ( Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 1939 Nomer 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik ludonesia Nomor 1821

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999
lentang Pemerintahan Dacrah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomaor 3839 ) ¢

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Nacrah | Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3848 ) ;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974
tentang  Pokole-pokok FKepegawaian [ Lembarsn  Negara
Republik [ndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran  MNegara  Republik  [ndonesia  Nomor 3041 )
sebagaimana telali di obah dengan Undang-undang MNomor
43 Tahun 1999 | Lembaran Negara Republik Indonesis
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890 ) ;

o, Peraturan ...
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Peraturan Pemerintah Republik [ndeonesia Nomor 25 Tahun
2000 tentang Rewenangan Pemenntah dan Kewenangan
Propinst sebagai Dacralh Otonom | Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran

Nt:g.'-:na Momor 3952 )

|:‘l_||

G, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun
2000 tentang  Pedoman Organisasi  Perangkat  Dacrah
| Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
165) ;

Y. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun
1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangarn
dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan
Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden |

&. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tabuan
2000 temlang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara
Enim ;

9. Peraturan Dacrabh RKabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun
2000 tentang Pembentukan Orgamisasi dan Tata Kerja Dinas
Dacrah Kabupaten Muara Enim.

MEMLUTLUSEAN :
KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PENJABARAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KABUFATEN
MUARA EMNIM,
BAEB 1
KETENTUAN UMUBM

Pasal 1

alam Keputusan i vang i maksnad dengan ¢

Daerah adalah Kabupaten Muara Enimn

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
 Bupati adalah Bupati Muara Enim.

. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muara Enim.

SBekretaris Daerah adalah Sekretaris Daeralh Kabupaten Muara Ennn,
Dinas Keschatan adalah Dinas Keschatan Kabupaten Muara Enim,
JHepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muara

Enim.

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalalh Unit Pelaksana Telous Dinas

kesehatan Kabupaten Muarn Enim

Relomwpok Jabatan Funegsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil

vang di beri tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat
vang berwenang untuk melaksanakan kegiatan vang sesuad dengan
profesi keahliannya dalam mangka mendukung kelancaran tugas
pemerintahan.

B bl i
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BAB II

HEDUDUKAN, TUGAE POHOH DAN FUNGSI
Pasal 2

{1} Dinas Kesehatan merapakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di
badang Keselnlan.

{2} Dinas Kesehatan di pimpin olch scorang Kepala Dinas yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sckretaris
Daerah.

Pasal 3

Dinas Kesehatan mempunvai tugas melaksanakan  urosan rumah
tanpga  dacrah dalam bidang Kesehatan vang menjadi  tanggung
jawabnya meliputi pelayanan kesehaian masvaraltat, pencegahan dan
pemberantasan penyakit, penyehatan linglungan dan  penyuluhan
keschalan masyarakat,

Prsal 4

Untuk menyelanggarakan tgas tersebut pada pasal 3, Dinas Keschatan
mempunyai fungsi ;

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan |

b Pelaksanasn  dan pembinasn pelayanan kesehatan dasar
masvarakat dan pelavanan kesehatan rujukan ;

Pelaksanasn pembinaan uwmum  keschatan meliputi peningkatan
kesehatan, pencegahan, pengobatan dan pemulihan |

o

d. Penyvelenggaraan penyuluhan kesehatan masyarakat |

e. Pembinaan dan penyelenggaraan tasilitasi penychatan lingkungan
masyarakat ;

f. Pelaksanaan pengawasan dan bimbingan teknis terhadap unit-unit
dilingkungan Dinas Kesehatan

#. Pelaksanaan umisan ketatausahaan dan perlengkapan.

BAR Il
ORGANISAST
Bagian Pertama
BUSUNAN ORGANISASI

Pasal B oogyweege
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Dinas Kesehatan terdir dari ;

a. Kepala Dinas ;

b Bagian Tata Usaha |

o. Sub Dinas Pelayvanan Keschatan |

d, Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalat |
£, Sub Dinas Sarana dan Prasamana Kesehatan

f. Unit Pelaksana Telonis Dinas ¢

g Kelompaok Jabatan Fungsional.

Bagian kedua
BAGIAN TATA USAHA
Pasal &
Bapian Tata Usaha mempunysai logas melaksanakan  pemnyis o
program dan perencanasn, Kepegawaian, keuangan, perlengkapan,
rumal tangea, kehinasan, naskah dinas dan pelaporan.
Pasal 7

Lintuk menyelengparalkan tugas tersebul pada pasal 6, Bagian Tata
lisaha mempunys=l mempunyal fungsi :

a. Penviapan bhahan dan keordinasi pelaksansan penyisiunan IeNcana,
program kerja dan pelaporan |

L. Pelaksanaan pengelolaan admimstrasi kepegawaian |
o, Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan ;

d. Pelaksanaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, naskah
dinas, kearsipan, kebumasan dan peralanan dinas ;

c. Pelaksanasn tugas lain yang dibenBan oleh atasan.

Pasal 8
Bagian Tata Usaha terdiri dan :
a, Sub Bagian Perencanaan |
. Sub Bagian Kepegawsian ;
¢. Bulr Bagian Umun ;
d.3uh Bagian Keuangan,
‘asal 9

(1) Sub Bagian FPerencanaan mempunyal tugas melaksanakan
penyiapan bahan penyvusunan rencana dan  pmgram kerja,
pengumpulan dan analisa data, penvajian ata satistik serts
penyiapan laporan dan evaluasi ;

(2) Sub Bagian ... ...
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(2] Sub Bagian Kepegawalan mempunyai tugas melaksanakan urusan
administrasi kepangkatan, kenaikan gaji berkala, pengangkatan
dalam jabatan, perpindahan, peogurusan izin belajar serta
memberikan pelavanan administrasi pemberhentian Kepegawaian |

(3} Bub Bagian Umum mempunval (ugas melaksanakan urusan
rumah  tangga, perlengkapan, swuml  menvural,  kearsipan,
kehnunasan, perjslanan dinas dan pemeliharaan barang inventaris
dan nnsur lain yang ditugaskan ;

(4) Sub Bagian Kenangan mempunyai tupas melaksanakan penyiapan
batian penvusunan auggaran, pengelolaan administrasi keuangan,
pembukuan, melakukan perhitongan dan verifikas: serta mengurus
perhendabaraan

Bagian Ketliga
SUR DINAS PELAYANAN KESEHATAN

Pazsal 10

Sub Dinas Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan
peayviapan Dbahan, pemenpeansan pembinaan sarana pelayanan
kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan,
kefarmasian, penychatan makanan Jdan minuman, serta keschatan
keluarga dan perbaikan gizi masyarakat

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas lersebut pada pasal 10, Sub Dinas
Pelayvanan kesehatan mempunyvai funges -

a.  Perencanaan pembinaan tekuis, penpawasan, pengembangan dan
peningkatan mutu  REumah Sakit  dan Puskesmas  seria
peninghatan pelavanan dasar dap mjukan ;

. Percocanaan pembinasan teknis, pengawasan, pengendalian dan
distrihmsi obat dan alal kesehatan Rumah Sakit, Poskesmas dan

pemberian izin usaha kefarmasian

¢.  Perencansaan pembinaan  teknis, pengawasan, pengendalian
industr: makanan dan minuman

d. Perencanaan pembinaan  teknis,  pengawasan, pengendalian
pelavanan kesehatan keluarga ibu dan anak ;

e.  Pelaksanasn tugas [ain yang diberikan oleh atasan,
Pasal 12
Sub Dinas Pelavanan Keschatan terdivi dari

a. Seksi Rumah Sakit dan Puskesimas ;
b, Seksi Kefarmasian ;
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c. Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman ;
d. Seksi Kesehatan Keluarga.

Pasal 13

(1) Sekst Rwmah  Sakit dan Puskesmas mempunyval  tugas
melaksanakan penyiapan  baban pembinaan teknis, pengawasan,
pengembangan  dan peningkatan mutun Fumah  Sakit dan
Puskesmas seria peningkatan pelayanan dasar dan rojukan |

{2} Beksi Kefarmasian mempunyai tugas melaksanakan  penylapan
bahan pembinasn tcknis perencanaan obat-obatan, pengawasan,
penpendalian dan distribusi obat ;

(3) Sekst Penyebatan Makanan dan Minuman mempunysa tagas
melaksanakan penyiapan  baban pembinsan tekmis peagawasan,
pengendalian serta sertifikasi industrl sarana produksi makansan
dan minuman ;

Seksi Kesehatan  kKeluarga mempunyai  tugas melaksanakan
J5ek ! | keluarg Py tug: lak K
penyiapan bahan dan pembinaan telknis pemingkatan pelayanan
keschatan ibu dan anak, keschalan usia Janjul dan reproduksi,
perbaikan statis gizi masyarakat dan peningkatan kewaspadasn,
pengawasan dan pengendalian pangan dan gizi
Bagian Keempat
SUB DINAS PENCEGAHAN DAN PEMEBERANTASAN PENYAKIT
Pasal 14

Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan penvakat IMEIIHITYAI
tugas melaksanakan penyiapan baban, perencanaan, penvelenggaraan
keglatan penpamatan, penccgaban, pemberantasan penyakit menular
maupun tidak menular dan imunisasi serta pepyvehatan lingknngan.

Fasal 15

Untuk menvelenggarakan tugas terscbut pada paszal 14, Sub Dinas
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyan Ningsi

a, Perencanaan  kegiatan pemberantasan,  pengawasan penyakan
menular dan tdak menular dan mengevalussi hasil penelitian

kemungkinan terjadinya wabah penvakirt ;

b.  Pelaksanasn evaluasi dan monitoring pencegaban, pemberantasan
sumber penyakil menular dan tidak menular ;

c. PMerencanasn, pembinasn dan pengawasan kebersihan lingkungan
dan kualitas air bersih ¢

d. pekaksanaan tugas lain vang diberikan oleh atasan,

Po=al T8l
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Pasal 16
Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit terdin dan

4. Beksi Pencegahan dan Imunisasi ;
Sekai Pengamatan Penyakit ;

c. Seksi Pemberantasan Penyakit ;

tl.  Seksi Penvehatan lingkuangan.

Pasal 17

(1) Seksi Pencegahan dan Ilmunisast mempunyai tugas mengumpulican
bahan kegiatan, melaksanakan pencegahan penvakit menular dan
tidak menular, kegiatan imunisasi dan mepgadakan pengawasan
pelayvanan  mnunisast di Puskesmas  serta  menganalisa hasil
frenelilian penyakt

(2} Beksi Pengamatan  peovalit mempunyal tugas nelaksanakan
pengimpulan bahan, melakukan upava pengamatan, penvehidikan
epidemilogi, penanggulangan penyakit dan mengolah, menganalisa,
penyajian data guna perencanaan kepiatan serta penvebarluassan
inlbrmasi ;

(3] Scksi Pemberantasan penyvakit mempunyal tugas melaksanakan
pengumpulan  bahan, melakukan upava pemberantasan penyakit
memuar langsung, peonyakil  bersumber dari binatang  dan
penanggulangan  penvalkit tidak menular seria penyebarluasan
miormast cara pemberantasan sumber penvakit menular dan tidak
mecnlar

{1 Seksl Penvehatan Lwglungan mempunysi lugas melaksanakan
mengumpilkan bahan pembmaan, melakukan  pengawasan
kegimtan  penyehatan  tempat-fempal amum dan induosio,
perumashan  dan  lingkungan, pemantauan  anabsa dampak
xesehatan lingkungan di sarana kesehatan dan induostr serta klinik
sanitasi.

Bagian Kelima
SUB DINAS SARANA DAN PRABARANA KEBEHATAN
Pasal 18

Sub [Dinas Sarana dan Prasarana Heschatan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan pengadasn sarans dan prassarans
penunjang kesehatan, memanfastkan dan mendayagunakan tenaga
kesehatan, merencanakan pendidikan dan pelatinan, pengentbangan
fan pembinasn profesi tenaga kesehalan, memberikan  perijinan
sarana pelayanan keschatan dan institusi pendidikan pengembangan
pembiayaan  keschatan melalui  jaminan  pelayanan  keschatan
masyarakal serta peningkatan promosi kesehatan |
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Pasal 19

Unitnk menvelenggarakan tugas tersebut pada pasal 18 Sub Dinas
Sarans dan Prasarans Keschatan mempunyal fungsi :

A,

8

Pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan tenaga keschatan,
pergolahan penyelenggarasn pendidikan dan pelabithan bag tenaga
kesehatan ;

Perencanaan  penpgembangan dan poendavagunaan  sarana
keschatan, pembinaan  teknis, pengawasan dan pengendalian
operasional sarana pelayvanan kesehatan

pengumpulan  bahan  untuk  merencanakan, pembinaan dan
pengawasan  promosi  keschatan, peningkatan peran seria
masyarakat melalud upayva kesehatan bersumber dari masyarakat
dan pengembangan  pembiayaan  kesehatan  melalu  Jamiman
Pelavanan Keschatan Masvarakat ;

Pelaksanaan tugas lain yang dibenlkan olch alasan,

MPasal 20

=sub Dinas Sarana dan Prasarana Kesehatan terdirt dar @

.
0.
(ol

Seksi Tenaga Keschatan |
Seksi Sarana Kesehatan
Seksi Penyvuluhan dan institusi Keschatan,

Pasal 21

(1] Seksi Tenaga  HKeschatan  mmempunyal  lugas melaksanakan

pembinaan, perencansan tenaga kesehatan, pengembangan tenagas
kesehatan  melalul  pendidiken  dan pelatihan, pembetian 2in
prakiek bagi tenaga profesi, serta pengusulan penetapan anghks
kredit hagi tenaga fungsional |

(2) Seksi Sarana  Kesehatan mempunyai  tugas  melaksanalkan

peoyviapan bahan perencanasn  pengadaan  sarana peniuILjEang
kesehatan, alat keschatan, melakukan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian pelavanan keschatan dan penvelenggaran akreditas:
dan zin opermsional instimsi pendidikan dan sarana pelayanan
keschatan medik dasar, pembenan in usaha pelayanan kesehatan
swasla dan zin usahsa Kefarmnasian

(3} Beksi Penyuluhan dan Institusi Kescehatan mempunys: tugas

melaksanakan pengumpulan bahan pembinaan,  melakuokan
pengawasan promosi  keschatan, penvebaran informasi kesehatan
dan peningkatan peran scerta masyarakat melalin apava keseliatan
bersumber dan masvarakal dan pengembangan jamninan pelayvanan
keschatan masyarakal,

Bagian ...



= - T
Bagian Keenam
UNIT PELAKBANA TEKNIB DINAS
Pasal 22
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPID} Keschatan mempunysi lugas
melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas Keschatan di hidang
tertentu.

Fa=al 23

Untuk meayelenggarakan tugas tersebut pada pasal 22, Unit Pelaksarn
Teknis Dinas Kesehatan mempunyai fungsi

a. Pelaksanaan  schagisn  tugas Dinas  Keschatan  sesuai  dengan
tndfangnya

b, Pelnksanaan orsan administeas:, keuangan dan rumah tangea,
Bagian Ketujuh
HELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24
khelompok Jabatan  Fangsional mempiinyat  tugas  melaksanakan
sehagian tugas Dinas sesual dengan bidang keahlian tenaga fungsional
masmg-masmg  berdasarkan  peratiran  perundang-undanpan YEOR
berlaku,

Pasal 25
(1} Relompok  Jabatan  Fungsional terdidd  dard  sejumlah tenaga

fungsional vang terbagi dalam berbagai tenaga fMngsional sesuai

dengan bidang keahliannya ;

(2) Masing-masing kelompok tenaga fungsional i pimpin oleh SCOTang
tenaga fungsonal senior vang di tunjuk oleh Kepala Dinas |

{3) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayar (1} ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kedja |

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana di maksud avat
(1) di atur berdasarkan permaturan perundang-undangan  yang
berfaku,

BAB IV
PENUTUP

Prasal 26

Hal - hal yang belum di atur dalam Keputusan ini sepanjang mengensai
pelaksansannya akan ditetapkan tersendiri oleh Bupati,

boyaed BT i
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Pasal 27

Keputusan ini mulal berlaku pada tanggal dinndangkan.

Agar supava setiap orang dapat menpetahuinys, memeriniahkan

Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaan

Diaerah Kabupaten Muara Enam.

Ditctapkan di  Muara Enim

pada tanggal % Wl 2001
BUPATI MUARA ENIM

AHMAD BOFJAN EFFENDIE
Diundangkan di ~ Muara Enim
pada tangegal 8 Mgl 2001

BEKRETARIS DAE HABUPATEN

ERMAN ROEAIN S8IROD

LEMBARAM DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2001 NOMOR 25
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